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Abstrak 
Pada tindak pidana korupsi dimana dalam putusan ini, hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 permohonan kasasi Penuntut Umum seharusnya ditolak karena hasil putusannya baik judex factie maupun judex jurisnya dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi ini tentunya kurang sesuai. Tujuan dari penelitian adalah ini  untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) MA dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 telah sesuai jika dikaitkan dengan unsur kesalahan terdakwa dan perbuatan terdakwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 dapat dikualifikasikan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) juncto Pasal 64 Ayat(1) KUHP.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.  Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 kurang sesuai jika dikaitkan dengan unsur kesalahan terdakwa dan Perbuatan terdakwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 dapat dikualifikasikan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Kata Kunci  : Pertimbangan Hakim, Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Kasasi.
Abstract

In the corruption case where in this decision, the Supreme Court judge at the cassation level of the Supreme Court's decision Number 755 K/Pid.Sus/2018 the Public Prosecutor's cassation application should be rejected because the results of the decision are both judex factie and judex juris in examining this corruption case, of course. not suitable. The purpose of this study is to analyze the basic considerations of the judge (Ratio Decidendi) of the Supreme Court in the case of corruption in the Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 755 K/Pid.Sus/2018 is appropriate if it is associated with the elements of the defendant's guilt and the actions of the defendant in the Cassation Decision. The Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 755 K/Pid.Sus/2018 can be qualified in the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes Juncto Article 55 Paragraph (1) in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code This research is a normative juridical law research discussing the doctrines or principles in the science of law. The results of the research analysis and discussion show that the judge's basis for consideration (Ratio Decidendi) of the Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 755 K/Pid.Sus/2018 is not appropriate if it is associated with the element of guilt of the defendant and the actions of the defendant in the Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 755 K/Pid.Sus/2018 can be qualified as proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act in violation of Article 2 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 Paragraph ( 1) 1st Criminal Code in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code.
Keywords: Judge's Consideration, Corruption Crime, Criminal Liability, Cassation Decision.

PENDAHULUAN 
      Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia, dengan semakin meluasnya korupsi didalam masyarakat berdampak negatif pada perekonomian negara, kerugian keuangan negara, hak-hak sosial dan ekonomi dalam kehidupan bernegara pada umumnya. Akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi dapat dikaitkan dengan dana pembangunan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja, tidak disengaja dan akibat kesalahan prosedur atau sistem pada akhirnya menimbulkan kerugian negara secara finansial, diklasifikasikan sebagai tindakan pidana korupsi. 

     Tindak pidana korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Korupsi seringkali dilakukan dengan lintas negara secara intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat dan sistem penegakan hukum suatu negara
(Djoko Sumaryanto, 2009).   

     Korupsi sering terjadi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan, namun kenyataannya diabaikan hingga terjadi kerugian negara. Pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting, karena akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang berpengaruh pada kinerja pembangunan untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan. Bentuk-bentuk penyelewengan dalam pengadaan barang dapat bermacam-macam seperti: penambahan anggaran pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kenyataan atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan atau kedudukan demi menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.  

    Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi). Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam undang-undang ini yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 3 UU Korupsi disebutkan bahwa:

      “Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

      Ketentuan pemidanaan korupsi  menurut UU Korupsi diancaman dengan pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Sanksi minimum khusus ini bertujuan untuk mencegah adanya disparitas berkaitan dengan pidana terhadap pelakunya. Setiap tindak pidana korupsi yang terbukti bersalah tentunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dipidana melalui putusan hakim. Hakim yang berwenang membuat putusan harus memperhatikan segala aspek dan perlu adanya kehati-hatian serta menghindari ketidakcermatan formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya( Lilik Mulyadi, 2010). 
     Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan hal-hal, baik yang berkaitan dengan perkaranya, tingkat kesalahan, korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat (Ahmad Rifai, 2010). Perbedaan pendapat antar sesama hakim sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan karena adanya perbedaan pengalaman, lingkungan, dan lain sebagainya (Sudikno Mertokusumo, 2002).
    Penelitian ini, akan mengkaji dasar pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam menetapkan hukuman atas kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018.  Hakim Mahkamah Agung yang merupakan bagian penegakan hukum.

     Ada tiga pilihan fungsi yang harus dilakukan oleh Hakim terhadap hukum yang akan ditegakkan, yaitu : (1) apakah Penegakan hukum sekedar sebagai “La Bouche Dela Loi” atau “Spreek buis van de wef”. Dalam hal aturan hukum sudah jelas pelaku penegak hukum hanya bertindak sebagai corong peraturan, kecuali apabila penerapan itu akan menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan kesusilaan serta bertentangan kepentingan umum. (2) pelaku penegak hukum berlaku sebagai penterjemah (interpereter) suatu aturan hukum agar dapat menjadi instrument keadilan. Hal ini dilakukan karena aturan yang ada tidak sempurna baik bahasa maupun obyek yang diaturnya tidak lengkap. (3)  pelaku  penegak  hukum  menjadi  pencipta  hukum  (Rechtsheppend) selanjutnya diterapkan pada kasus konkret (Rechtstoepassing) dalam hal hukum yang ada tidak cukup mengatur atau didapati kekosongan hukum.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas merumuskan bahwa : 

     “segala campur tangan dalam peradilan oleh pihak luar diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945,disamping itu Hakim harus melaksanakan disiplin tinggi dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor:215/KMA/SK/XIII/2007 butir 2 Pasal 8.1 yang berbunyi,:”Hakim Berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara,agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan”.

     Berdasar pada bunyi pasal di atas, maka jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, terlepas dari segala pengaruh. Oleh karena itu, Hakim dalam memutus perkara seharusnya berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus korupsi atas nama Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Bagian Selatan dan Papua pada PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua berdasar Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1885.K/426/DIR/2009 tanggal 28 April 2009 sekaligus selaku Direksi Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala berdasar Surat General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008, bersama dengan DANI ZAIDAN, BE dan JOS INTAN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 28 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2009.

      Bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua di Jl. Letjend Hertasning Panakkukang, Kota Makassar dan di Ruas Jalan antara Gardu Induk Tanjung Bunga sampai dengan Gardu Induk Bontoala Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggara, ada hubungannnya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tetapi dalam perkara ini pada tindak pidana korupsi dimana dalam putusan ini, hakim pengadilan negeri pada tingkat pertama memutus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 7 Mei 2014 Menyatakan Terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut“ dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

     Pada putusan hakim pengadilan tinggi negeri pada tingkat banding memutus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 02/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS tanggal 9 Februari 2017 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus/2013/PN Mks tanggal 06 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut Menyatakan Terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan Terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si. oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging) serta Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Pada putusan tingkat terakhir ini, hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi lebih memperkuat pendapatnya dengan melihat unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdakwa lakukan maka dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 pada tanggal 24 september 2018 memutus  Menyatakan Terdakwa Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut”Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan) dan Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.

     Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat sebagai berikut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan alasan:
1. Terdakwa selaku selaku Manager Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua sekaligus sebagai Direksi Pekerjaan Pemasangan Kabel Bawah Tanah (under ground cable) dan accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga Bontoala PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Wilayah Selawesi-Maluku-Papua Tahun 2009 tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan pekerjaan Kontraktor Sdr. Dani Zaidan Ketua Konsorsium Direktur Utama PT Dwipa Konektra dan Sdr. Jos Intan Anggota Konsorsium PT Bina Energi Selaras; - 

2. Terdakwa selaku Manajer Proyek dan Direksi Pekerjaan membenarkan dilakukannya adendum (tambah kurang pekerjaan) tanggal 15 September 2009 setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Pekerjaan tambah kurang harus melalui mekanisme dan syarat yang ketat. Harus dibahas dan dikaji dengan Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Pengguna Anggaran karena terkait soal spesifikasi, volume dan harga. Kesalahan Terdakwa membiarkan terjadinya keadaan tersebut tanpa melakukan upaya pencegahan; 

3. Bahwa yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pekerjaan tambah kurang adalah tidak boleh melebihi 10% dari anggaran; - Kesalahan lainnya adanya progres pekerjaan dinyatakan 100% oleh Terdakwa berdasarkan hasil rapat tanggal 16 November 2009 yang menyatakan selesai sejak 16 September 2009 dengan pending item pemberian tegangan, tetapi dalam rapat Terdakwa tidak mengemukakan terjadinya kegagalan dalam pengetesan kualitas kabel bawah tanah.

    Dari sisi pandangan penulis sendiri lebih sependapat dengan putusan hakim pengadilan tinggi negeri pada tingkat banding memutus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 02/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS. Hasil putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan Terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si. Oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging) serta Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 

     Alasan kedua karena adanya kekurangan dalam pelaksanaan kontrak a quo adalah dalam batas hubungan keperdataan yang dalam hal ini PT PLN (Persero) selaku pengguna barang/jasa masih dapat menuntut prestasi kerja atas segala kekurangan sesuai kontrak yang telah ditandatangani bersama kepada pihak penyedia barang/jasa. Tuntutan Penuntut Umum adalah sangat prematur dan tidak memberi kesempatan kepada para pihak untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian terhadap proyek a quo yang diatur dalam hubungan keperdataan.

    Hal ini akan dianalisis lebih lanjut oleh penulis serta dikaji lebih dalam dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan dasar hukum yang sesuai dengan perkara tindak korupsi tersebut seperti misalkan teori tentang putusan hakim, teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan hukum tersebut menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS  PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 755 K/Pid.Sus/2018 TINDAK PIDANA KORUPSI.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah: 

1. Apakah dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) MA dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 telah sesuai jika dikaitkan dengan unsur kesalahan terdakwa?

2. Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 dapat dikualifikasikan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) juncto Pasal 64 Ayat(1) KUHP?     
    Tujuan dari penelitian adalah ini  untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) MA dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 telah sesuai jika dikaitkan dengan unsur kesalahan terdakwa dan perbuatan terdakwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 dapat dikualifikasikan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) juncto Pasal 64 Ayat(1) KUHP.       

      Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yakni mengenai tindak pidana korupsi,pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, putusan hakim, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan menganalisis secara hukum dari dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) MA dalam menetapkan hukuman atas kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.       

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kasus (Case Approach) pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan tersier. 

     Teknik pengumpulan bahan hukum begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menggunakan Pendekatan kasus (Case Approach) maka peneliti perlu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai isu tersebut. Apabila peneliti menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. 
      Teknik pengolahan bahan hukum Pengolahan bahan hukum dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji. 

      Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran terhadap masalah hukum yang sedang diteliti. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau gambaran mengenai permasalahan yang terkait dengan hukum pidana khusus korupsi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Posisi

Dalam kasus korupsi atas nama Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Bagian Selatan dan Papua pada PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua berdasar Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1885.K/426/DIR/2009 tanggal 28 April 2009 sekaligus selaku Direksi Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala berdasar Surat General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008, bersama dengan DANI ZAIDAN, BE dan JOS INTAN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 28 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2009.

 
Bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua di Jl. Letjend Hertasning Panakkukang Kota Makassar dan di Ruas Jalan antara Gardu Induk Tanjung Bunga sampai dengan Gardu Induk Bontoala Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannnya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tetapi dalam perkara ini pada tindak pidana korupsi dimana dalam putusan ini, hakim pengadilan negeri pada tingkat pertama memutus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 7 Mei 2014 Menyatakan Terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut“ dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: 

1 Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat judex facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging). Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP; 

2 Terlepas dari kasasi Penuntut Umum, judex facti Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum yang dalam pertimbangannya menggunakan alasan: perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan yang termasuk dalam ranah hukum perdata karena dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan under ground cable dan accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga Bontoala didasari dengan suatu kontrak atau “perjanjian”. Pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi tersebut sangat keliru karena tidak dapat membedakan perjanjian privat dengan perjanjian yang melibatkan pemerintah/negara sebagai pihak; 

3 Bahwa perjanjian yang dilakukan antara orang perorangan atau murni swasta yang berhadap-hadapan satu dengan lainnya berada dalam ranah perdata apabila terjadi wanprestasi tentu saja penyelesaiannya menggunakan jalur perdata murni. Sebaliknya apabila perjanjian itu dilandasi dengan adanya niat jahat untuk melakukan wanprestasi untuk merugikan pihak lain maka tentu hal ini masuk dalam ranah pidana sehingga penyelesaiannya meminta pertanggungjawaban pidana; 

4 Perjanjian yang memiliki karakteristik keperdataan merupakan bentuk yang sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Demikian halnya bisa saja terjadi perjanjian dalam posisi subjek orang perorangan/swasta namun apabila wanprestasinya terdapat niat jahat/mens rea buruk untuk merugikan orang maka termasuk dalam lingkup ranah pidana; 

5 Terlebih lagi apabila subjeknya yang membuat perjanjian melibatkan pemerintah/negara yang mewakili kepentingan publik seperti dalam kontrak kerja antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen yang mewakili pemerintah/masyarakat maka apabila terjadi pelanggaran kontrak pengadaan barang/jasa (ketentuan Perpres) oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa maka pertanggungjawabannya tunduk pada hukum publik yaitu pertangungjawaban pidana; 

6 Kontrak yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak swasta bukan kontrak perdata Pasal 1338 KUHPerdata melainkan kontrak kerja pengadaan barang/jasa menggunakan ketentuan Perpres tentang pengadaan barang/jasa; 

7 Pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi tersebut kurang beralasan sebab apabila semua kontrak kerja antara pemerintah/negara dengan pihak swasta dipandang sebagai suatu perjanjian perdata maka tidak ada lagi perbuatan yang merugikan negara yang akan diperiksa dan diadili menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi terhenti mengakibatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berfungi lagi; 

8 Oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum yang ada; 

9 Setelah memeriksa berkas perkara, telah nyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan alasan: 

Terdakwa selaku selaku Manager Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua sekaligus sebagai Direksi Pekerjaan Pemasangan Kabel Bawah Tanah (under ground cable) dan accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga Bontoala PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Wilayah Selawesi-Maluku-Papua Tahun 2009 tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan pekerjaan Kontraktor Sdr. Dani Zaidan Ketua Konsorsium Direktur Utama PT Dwipa Konektra dan Sdr. Jos Intan Anggota Konsorsium PT Bina Energi Selaras; 

 Terdakwa selaku Manajer Proyek dan Direksi Pekerjaan membenarkan dilakukannya adendum (tambah kurang pekerjaan) tanggal 15 September 2009 setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Pekerjaan tambah kurang harus melalui mekanisme dan syarat yang ketat. Harus dibahas dan dikaji dengan Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Pengguna Anggaran karena terkait soal spesifikasi, volume dan harga. Kesalahan Terdakwa membiarkan terjadinya keadaan tersebut tanpa melakukan upaya pencegahan; 

Bahwa yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pekerjaan tambah kurang adalah tidak boleh melebihi 10% dari anggaran dan Kesalahan lainnya adanya progres pekerjaan dinyatakan 100% oleh Terdakwa berdasarkan hasil rapat tanggal 16 November 2009 yang menyatakan selesai sejak 16 September 2009 dengan pending item pemberian tegangan, tetapi dalam rapat Terdakwa tidak mengemukakan terjadinya kegagalan dalam pengetesan kualitas kabel bawah tanah; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana; 

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS. tanggal 9 Februari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 7 Mei 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Analisis dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 kurang sesuai jika dikaitkan dengan unsur kesalahan terdakwa.

Merujuk pada ilmu hukum pidana, kesalahan (schuld) terdiri dari kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengan "kesengajaan" ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. "Kesengajaan" (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu: 

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). 

2. kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) 

3. kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis).

Sedangkan "kealpaan" (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld)(Marpaung, 2014),  Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Pada putusan ini, hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi lebih memperkuat pendapatnya dengan melihat unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdakwa lakukan maka dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 pada tanggal 24 september 2018 memutus  yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan);

3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;

4. Memerintahkan agar barang bukti Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Dani Zaidan, BE. dan Terdakwa Jos Intan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dari sisi analisis pandangan penulis sendiri tidak setuju dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 permohonan kasasi Penuntut Umum seharusnya ditolak karena hasil putusannya baik judex factie maupun judex jurisnya dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi ini tentunya kurang sesuai alasannya sebagai berikut :

1. Alasan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) merupakan penilaian hasil pembuktian dan penghargaan atas kenyataan di persidangan yang merupakan kewenangan judex facti. Selain itu tidak ada hal baru yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori kasasi a quo;

2. Terdakwa dalam kapasitas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ir. Amiruddin Zaeni, M.Si. selaku General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua sebagai pengguna barang/jasa dengan menandatangani kontrak kerja dengan Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium dan Jos Intan selaku Anggota Konsorsium sebagai penyedia barang/jasa;

3. Penanggung jawab dalam kasus a quo adalah Ir. Amiruddin Saeni, M.Si. yang menunjuk Terdakwa sehingga secara hukum tanggung jawab atas pelaksanaan proyek a quo berada pada Ir. Amiruddin Saeni, M.Si.;

4. Bahwa adanya kekurangan dalam pelaksanaan kontrak a quo adalah dalam batas hubungan keperdataan yang dalam hal ini PT PLN (Persero) selaku pengguna barang/jasa masih dapat menuntut prestasi kerja atas segala kekurangan sesuai kontrak yang telah ditandatangani bersama kepada pihak penyedia barang/jasa. Tuntutan Penuntut Umum adalah sangat prematur dan tidak memberi kesempatan kepada para pihak untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian terhadap proyek a quo yang diatur dalam hubungan keperdataan;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan); sementara majelis hakim belum mempertimbangkan Keadaan yang meringankan yakni Terdakwa belum pernah dihukum dan berat tuntutan putusan sebelumnya hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan Melepaskan Terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si. dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging).

Dari sisi analisis pandangan penulis sendiri tidak setuju dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 permohonan kasasi Penuntut Umum seharusnya ditolak karena hasil putusannya baik judex factie maupun judex jurisnya dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi ini tentunya kurang sesuai alasannya sebagai berikut :

1. Alasan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) merupakan penilaian hasil pembuktian dan penghargaan atas kenyataan di persidangan yang merupakan kewenangan judex facti. Selain itu tidak ada hal baru yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori kasasi a quo;

2. Terdakwa dalam kapasitas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ir. Amiruddin Zaeni, M.Si. selaku General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua sebagai pengguna barang/jasa dengan menandatangani kontrak kerja dengan Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium dan Jos Intan selaku Anggota Konsorsium sebagai penyedia barang/jasa;

3. Penanggung jawab dalam kasus a quo adalah Ir. Amiruddin Saeni, M.Si. yang menunjuk Terdakwa sehingga secara hukum tanggung jawab atas pelaksanaan proyek a quo berada pada Ir. Amiruddin Saeni, M.Si.;

4. Bahwa adanya kekurangan dalam pelaksanaan kontrak a quo adalah dalam batas hubungan keperdataan yang dalam hal ini PT PLN (Persero) selaku pengguna barang/jasa masih dapat menuntut prestasi kerja atas segala kekurangan sesuai kontrak yang telah ditandatangani bersama kepada pihak penyedia barang/jasa. Tuntutan Penuntut Umum adalah sangat prematur dan tidak memberi kesempatan kepada para pihak untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian terhadap proyek a quo yang diatur dalam hubungan keperdataan;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan); sementara majelis hakim belum mempertimbangkan Keadaan yang meringankan yakni Terdakwa belum pernah dihukum dan berat tuntutan putusan sebelumnya hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan Melepaskan Terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si. dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging).
Kesalahan selalu ditunjukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penetuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

Alasannya, sesuai fakta hukum, Terdakwa dalam kapasitas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ir. Amiruddin Zaeni, M.Si. selaku General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua sebagai pengguna barang/jasa dengan menandatangani kontrak kerja dengan Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium dan Jos Intan selaku Anggota Konsorsium sebagai penyedia barang/jasa; Penanggung jawab dalam kasus a quo adalah Ir. Amiruddin Saeni, M.Si. yang menunjuk Terdakwa sehingga secara hukum tanggung jawab atas pelaksanaan proyek a quo berada pada Ir. Amiruddin Saeni, M.Si.

Kesimpulan hasil analisis dari uraian di atas, menurut hemat penulis disini menunjukkan bahwa adanya kekurangan dalam pelaksanaan kontrak a quo adalah dalam batas hubungan keperdataan yang dalam hal ini PT PLN (Persero) selaku pengguna barang/jasa masih dapat menuntut prestasi kerja atas segala kekurangan sesuai kontrak yang telah ditandatangani bersama kepada pihak penyedia barang/jasa. Tuntutan Penuntut Umum adalah sangat prematur dan tidak memberi kesempatan kepada para pihak untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian terhadap proyek a quo yang diatur dalam hubungan keperdataan. penulis sendiri lebih sependapat dengan putusan hakim pengadilan tinggi negeri.

 Pada tingkat banding memutus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 02/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS karena hasil putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan Terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si. oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging) serta Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
Analisis perbuatan terdakwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 dapat dikualifikasikan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) juncto Pasal 64 Ayat(1) KUHP Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memeiliki unsur-unsur yang sama yaitu sama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara hanya bedanya Pasal 3 jika perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Perbedaan antara kedua Pasal ini terletak pada kualitas dan kedudukan pelakunya. Pasal 3 lebih ditujukan pada pelaku senagai penyelenggara negara/Pegawai Negeri yang memiliki kewenangan dan kedudukan tertentu. Kualitas pelaku ini akan menentukan cara melakukan perbuatannnya uaitu dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang melekat padanya. Jika kita cermati maka Pasal 3 merupakan kekhususan dari Pasal 2. 

Sebagai Pasal yang merupakan kehususan dari Pasal yang lain maka seharusnya dalam penerapannya sesuai dengan asas Lex Specialist derogat Lex Generalist maka seharusnya Pasal 3 memiliki kekhususan pula. Seharusnya ancaman pidana pada pasal 3 lebih berat dari pada Pasal 2 dan pada pasal 3 tidak ada pemberatan sebagaimana Pasal 2 ayat (1). Karena Pasal 3 dalam melakukan kejahatannya pelaku menggunakan sarana menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang ada padanya. Penyelenggara Negara adalah pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan negara dengan bersih dan transparan serta bertanggungjawab. Penyelenggaraan Negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan. Namun demikian, dalam perkembangannya, pembangunan di berbagai bidang berimplikasi terhadap perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat. Terutama perilaku korupsi yang semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Korupsi yang dilakukan penyelenggara negara tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara itu sendiri tetapi juga dilakukan antar penyelenggara negara, selain itu juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggaraan negara.

Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Terlepas dari kasasi Penuntut Umum, judex facti Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum yang dalam pertimbangannya menggunakan alasan: perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan yang termasuk dalam ranah hukum perdata karena dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan under ground cable dan accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga Bontoala didasari dengan suatu kontrak atau “perjanjian”. Pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi tersebut sangat keliru karena tidak dapat membedakan perjanjian privat dengan perjanjian yang melibatkan pemerintah/negara sebagai pihak.

Analisis perbuatan terdakwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 dapat dikualifikasikan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.Setelah memeriksa berkas perkara, telah nyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan alasan: 

1.
Terdakwa selaku selaku Manager Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua sekaligus sebagai Direksi Pekerjaan Pemasangan Kabel Bawah Tanah (under ground cable) dan accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga Bontoala PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Wilayah Selawesi-Maluku-Papua Tahun 2009 tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan pekerjaan Kontraktor Sdr. Dani Zaidan Ketua Konsorsium Direktur Utama PT Dwipa Konektra dan Sdr. Jos Intan Anggota Konsorsium PT Bina Energi Selaras.

2.
Terdakwa selaku Manajer Proyek dan Direksi Pekerjaan membenarkan dilakukannya adendum (tambah kurang pekerjaan) tanggal 15 September 2009 setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Pekerjaan tambah kurang harus melalui mekanisme dan syarat yang ketat. Harus dibahas dan dikaji dengan Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Pengguna Anggaran karena terkait soal spesifikasi, volume dan harga. Kesalahan Terdakwa membiarkan terjadinya keadaan tersebut tanpa melakukan upaya pencegahan.

3.
Tidak kalah penting dalam pelaksanaan pekerjaan tambah kurang adalah tidak boleh melebihi 10% dari anggaran dan Kesalahan lainnya adanya progres pekerjaan dinyatakan 100% oleh Terdakwa berdasarkan hasil rapat tanggal 16 November 2009 yang menyatakan selesai sejak 16 September 2009 dengan pending item pemberian tegangan, tetapi dalam rapat Terdakwa tidak mengemukakan terjadinya kegagalan dalam pengetesan kualitas kabel bawah tanah.

4.
perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.
PENUTUP

Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 kurang sesuai jika dapat dikaitkan dengan unsur kesalahan terdakwa menunjukkan bahwa adanya kekurangan dalam pelaksanaan kontrak a quo adalah dalam batas hubungan keperdataan yang dalam hal ini PT PLN (Persero) selaku pengguna barang/jasa masih dapat menuntut prestasi kerja atas segala kekurangan sesuai kontrak yang telah ditandatangani bersama kepada pihak penyedia barang/jasa. 

2. Perbuatan terdakwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 dapat dikualifikasikan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Saran 


Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan,selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang hukum dengan baik, bukan saja hukum formil, melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana unsur yang didakwakan.

2. Beberapa hal yang kadang kala menjadi kendala pelaksanaan putusan apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya di depan persidangan dan kurangnya alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Solusi atas kendala-kendala tersebut bahwa keterangan terdakwa oleh hakim sebaiknya dijadikan pertimbangan akhir, keterangan saksi alat bukti cukup dijadikan patokan dalam menjatuhkan putusan.
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